
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262 ) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang - · 
Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan 
peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang 
- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999 ); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur 
dengan Peraturan Bupati Tegal nomor 31 Tahun 2012; 

b. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi 
perbankan serta usaha untuk: mempermudah sistem 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P'2) perlu dilakukan penyesuaian 
ketentuan dan tata cara pembayaran PBB-P2; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungut.an Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
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4. Undang - Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tenta.ng 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pntang erubahan kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok 
pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13); 

10. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
17); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21 ) 
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tentang Pola 
Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 33 ); 



(2) STTS dibuat rangkap 3 (tiga); 
a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak; 
b. Lembar ke-2 diberikan kepada DPPKAD; 
c. Lembar ke-3 untuk dokumen di tempat pembayaran; 

(1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran ditempat pembayaran 
Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 17 A, memperoleh S'ITS; 

Pasal 17B 

(2) Pembayaran PBB-P2 bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1} dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasa Sama 
antara DPPKAD dengan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh DPPKAD; 

(3) Perjanjian Kerjas Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang 
kurangnya memuat : 
a. Jaminan pihak ketiga atas kelancaran sistem pembayaran; 
b. Jaminan keamanan penerimaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pihak 

ketiga; 
c. Tatacara penyetoran Pihak Ketiga ke Kas Pemerintah Daerah; 

(1) Selain tatacara pembayaran PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Pasal 
14, Pasal 16 dan Pasal 17, pembayaran PBB-P2 dapat juga 
dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga; 

Pasal 17A 

1. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan dua pasal baru yakni Pasal 17 A 
dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2012 Nomor 31) 
diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERA'IURAN BUPATI 1ENrANG PERUBAHAN ATAS 
PERA'ItJRAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tega! Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
80); 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR '.3& 

'/ 
HARON BAGAS PRAKOSA 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 11 "1Ul, 2016 I BUPATI TE 'AL, 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal 11 a:tJ li 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL 

Agar setiap orang mengetahuinya, meme.rintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tega!. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) S'ITS dianggap sah apabila telah ada tanda validasi berupa 
stempel/ cap dari tempat pembayaran; 


